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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 
TENTANG 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, 
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2966); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2014, No.493 2

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360); 

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 8/P Tahun 2014; 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 126); 

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 190);  

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP 
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN 
BERALKOHOL. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau 

etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang 
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi. 

2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang 
berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. 

3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan 
usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan 
di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan 
hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan Minuman Beralkohol. 

4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-
MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk 
melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 

5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan 
Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, 
pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 

6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer 
adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada 
konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah 
ditentukan. 

7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat 
yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang 
menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk 
diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 

8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman 
Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor 
untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan 
penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran 
tertentu. 

9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor 
untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri 
dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di 
wilayah pemasaran tertentu. 

10. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB 
adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal 
impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada 
orang tertentu. 
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12. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah 
Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau 
barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB. 

13. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat 
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang 
didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 

14. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di 
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan 
untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah 
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

15. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 

16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah 
Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 

17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya 
disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan 
kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.  

18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang 
selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer 
Minuman Beralkohol golongan A. 

19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A 
yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk 
Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 

20. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 

21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 

22. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut 
Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri. 

23. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya 
disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri. 

24. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang 
selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan 
konsumen 
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